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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam dunia usaha pada saat ini, dimana terjadi persaingan yang sangat
ketat untuk supaya tetap bisa bertahan dan eksis dalam usaha yang telah berjalan

maka para pelaku usaha berusaha untuk mencari peluang-peluang dan inovasi-

inovasi serta t¢ mbukaan cabang-
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cabang baru, rHenémbah investasi ang sudah ada atua melakukan

an, upaya dimaksud diperlukan dana
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ang tidz ‘memenuh odal dari rencana

promosi-promosi, yang

atau modal
pengembangan usaha ini kebanyak
yang disediaka oleh perbank: &

penambahan ase

empergunakan fasilitas
penambahan mo,dl kerja maupun
as yang diberikan

\/ ng matipun tidak
h kred i

idalam pemberian

oleh pihak perba
lansung yang kem d
kredit oleh plha}pe@ aran goter u harus ada suatu
kesepakatan antara pihak perbankan dengan pihak peminjam kesepakatan mana
akan menimbulkan perikatan antara para pihak, dan selanjutnya akan melahirkan
perjanjian antara para pihak.

Perikatan dalam buku Il Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak
memberikan suatu rumusan dari perikatan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum

dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang



atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang
satu berhak atas prestasi dan pihak lainnyawajib memenuhi prestasi itu.

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : Tiap-tiap
Perikatan dilahirkan , baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang. Jadi
dari pasal ini dapat disimpulkan secara jelas bahwa perikatan itu dapat terjadi
karena persetujuan dan undang-undang.

Karenaperikatan mengandung pengertian yang lebih luas maka perikatan

ini akan dituangkanda %Wﬁﬁﬁmmmﬁ erhadap=hal tertentu saja
|

yaitu mengenai syarat -syarat dan ketentuan-ketentuan serta atu:+ -aturan lainnya

tentang perkreditan dituang ‘:::“,.., yang lebin dikenal dengan
d q_?&
Perjanjian Kredit, tetapi € etel A: ang-undang tidak ada

yang namanya Rerjanjia ity pinjam-meminjam.
Untuk lebih jelasnya 1 : jian ini dapat dilihat dalam pasal
1313 Kitab Ung: g Hukum ang berbunyi sebagai berikut : «
Suatu Persetujuan, suatu perbuat / orang atau lebih
mengikatkan dihi-ie sat Y bih”.«wKalau diperhatikan

o

pengertian yan buka jebutkam perjanjian ang disebutkan
Q-N‘l K\ — ﬁ_\)%y

adalah persetujuan, akan tetapi menurut para sarjana perjanjian itu adalah suatu

persetujuan, sebagaimana menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad : perjanjian
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri
untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan®.

Secara singkat mengenai perjanjian telah dibahas diatas akan berhubungan

dengan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya berupa kredit, kata

! Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan , Alumni Bandung, him.78
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kredit berasal dari bahasa latin yaitu “ credere”, yang artinya percaya atau to
believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian
kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila
dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai
ekonomi ( economi value) kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan
kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada
kreditur (bank) setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah

Sed&mgg:;:hgertian kreditMenurut Pasal 1 ayat'*('ﬂﬂ

disetujui antara

Undang-undang

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktutertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau

pembagianhasil keuntungan”.?

2Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, 2001. Pedoman Akuntansi Perbankan
Indonesia (PAPI), Revisi 2001, Jakarta, him.1



Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada seseorang atau badan usaha
sesuai dengan kebutuhan dari si peminjam atau calon debitur, macam-macam
3

kredit yang diberikan oleh perbankan adalah sebagai berikut”:

a. Berdasarkan Jangka Waktu

b. Berdasarkan Sifat Penggunaan

C. Berdasarkan Keperluan

d. Berdasarkan Sifat Penarikan

e.  Berdasapkan :_}’7

f. Berdasafkan Bank Pemberi AE

0. Berdasa kan Sifat Pe

Jenis kredit Befdasarkan ‘ narikan ah yang akan penulis

bahas lebih lanjut dima tem. Rekening Koran

1
i@ n ini merupakan Kredit Modal

termasuk kedalamnya, kredit sis

Kerja yang diberik
setelah jangaka ktunya ber

menarik kredit -V.-- = ne :)
kredit yang telah’ di T' dar, tapat menyetorKar g.ﬂ!‘

RAY vy oy A 7.‘4(’
. 'K — —— JBA .
tersebut setiap saat dan dapat dilakukan berulang-ulang dan penarikannya

aktu pendek, dan
ana debitur dapat

maksimum dari

<

Kerekening pinjaman

menggunakan cek atau Bilyet Giro.

Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian
pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit setiap kredit yang
telah disetujui dan disepakati antara pemberi pemberi kredit dan penerima kredit

wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. pasal 1313 Kitab UU Hukum

*E-PP BNI, Pedoman Perusahaan Perkreditan, Bab Il.,hIm. 12



Perdata (KUHPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan denganmana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak
pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang
menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang.
Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka

salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.Sedangkan perikatan adalah

suatu hubunga *r‘;""f ﬂfgﬁﬁ]MSléﬁgStaMNm)fp@g e ang satu berhak

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain bg‘e ewajiban untuk

memenuhi tuntutan itu. Pih ‘::;*u, disebut kreditor sedangkan
| : ey -

pihak yang berkewajibar % 1 disebut d tor.Sebetulnya, istilah
perjanjian kredit tidak di di'c mun, bila ditelaah lebih
lanjut mengenal pengertian Kkré ‘ dala dang-undang Perbankan, tercantum

kata-kata persetuj

Kata-kata - dit adalah hubungan
kontraktual (hum, an( asar pada.per; Mrbentuk pinjam-

< >

meminjam. Perjan 1senditl Amengaeu,_p .'anjian pinjam-
eﬁN}\!\ \ /B ﬁf,"b

meminjam. Di sisi lain, walaupun perjanTiah kredit berakar dari perjanjian pinjam-
meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjan seperti tercantum
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1754 berbunyi Perjanjian
pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.



Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya,
oleh karenannya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah
perjanjian Pasal 1320 KUHPer yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian,
yaitu:

Unsur Subjektif

1. Sepakat;

dalam kontrak adalah Perasaan Rela atau iklas diantara pihak pihak yang

terlibat dalam dinyatakan tidak

ada bila ad penyalahgunaan
keadaan. {A/
2. Kecakapan;

berarti orang orang ya alah orang yang

oleh hukum}d i ‘ ang tidak cakap oleh hukum

adalah oranglyan

Artinya dalam membuat perjanji/aaapa %n\gdiperjanjikan harus jelas sehingga
hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;

4. Suatu sebab yang halal.
Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang
lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Pelanggaran terhadap Unsur Subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta

untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan



kepada Pengadilan Negeri. Pelanggaran terhadap Unsur Objektif berarti
Perjanjian tersebut secara hukum batal dengan sendirinya (batal demi hukum),
dan oleh karenanya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat dan memaksa.
Salah satu dasar yang kuat dan jelas bagi bank mengenai keharusan
adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbagkam Syang Smtwmg{(ggq pahwa-kredit diberikan
berdasarkan pe gén atau kesepakatan pinjam meminjarﬁ’;gt ira bank dengan

pihak lain. ~

Pengertian Perja Badrulzaman, dimana
beliau berkata bahwa pe ‘ janjian Pendahuluan”

(Voorovereenkamst) dari penyef@fian uz janjian pendahuluan ini merupakan

hasil permufakatar ngenai hubungan-

/ sensuil (pacta de
' Mokok Perbankan

>

1967 dan Bagian [mum KUY Pardata, . Penyerahan uangnya” sendiri adalah

Nrow BANCG
gK B

—

bersifat riil. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, barulah berlaku ketentuan

-
- 9

hubungan huku

contrahendo) Lm

- olen..f

<

yang dituangkan dalam model perjanjian kredit bagi kedua pihak.*

Menurut Mariam Darul Badrulzaman, perjanjian kredit bank dalam
pengertiannya memiliki 3 (tiga) ciri yaitu :>
1. Perjanjian kredit bank bersifat konsensuil, yang tidak terdapat pada pengertian

dasar dari peminjaman uang. Dalam hal ini diambil pengertian dari asas

*Mariam Darus Badzulzaman, 1987, Perjanjian Kredit Bank, Graha Medan, him.71
>Ibid, him. 98



konsensuil (asas konsensualisme) bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah
cukup dengan dicapainya sepakat yang mengenai hal-hak pokok dari perjanjian
tersebut, dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya)
sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik
tersebut, perjanjian sudah sah dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain
yang terkemudian atau yang sebelumnya. Dan sekaligus perlu ditegaskan
tentang detik lahirnya sepakat itu.

g&qlv@mSkﬁ‘pmﬂiEbeﬂ a

leluasa untllll‘v keperluan atau tujuan

2. Kredit yang

apat-digunakan secara

-

4
P

i |
ang tidak tertentu oleh Debitur,

sebagaimana dilakukan @ asa, karena pada

perjanjian kredi & sesuai dengan tujuan
yang telah yang-telah dibuat oleh

para pihak s€
3. Syarat dan dapat dilakukan
diserahkan oleh

Bank kedalaMma ; s | n dalam bentuk

rekening Kora ang.mana er selatu-di H

: pgawasan Bank.
/ A N 2
/BAT

Pencantuman kata-kata perse?u?uan a/t?aD kesepékatan pinjam meminjam di
dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di
atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu® :

1. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan
kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur

yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit

®Gatot Wardoyo, 1992, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Majalah Bank dan
Manajemen, Edisi November-Desember, him. 64



bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab
Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUH Pedata pada khususnya.

2. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit
bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian
tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank

yang lainnya tidak sama, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

jenisykrediBya’ Asdidengary ¢ n-perjanjian kredit

tersebut tidak unyal bentuk yang baku, hanya saja d'dl m praktek ada

bank dan dise¢

~ o~

banyak hal yang blasanya ¢ perjanjian kredit, misalnya berupa

definisi istilah-istilah ya mlahidan batas waktu
pinjaman, serta pemba c an, penetapan bunga
pinjaman dan dénda bila debitu elaksanakan kewajibannya.
Perjanjian S baik oleh bank
sebagai kreditur'ma
mempunyai fun(&.yan
maupun penatala 7‘1\ it Tfuisendhiry. Adapu JG' perjanjian kredit

adalah sebagai berikut : ’

perjanjian kredit

mbe pengelolaannya

NN

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang
mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak

dan kewajiban diantara kreditur dan debitur

"Ibid, him.67



3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit
Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit atau pengikatan
kredit yang digunakan oleh bank dalam menyalurkan kreditnya, yaitu :
Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan;
Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta
otentik.
Pengertian perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian

kredit oleh bank-kepads Wg&mwmpyﬂ __ ereka (kreditur

dan debitur), dir mana k bank (form

standart/baku). kredit notariil

~
(otentik) adalah perjanjic oleh bank asabahnya yang

dibuat oleh ataLr i

Dalam pasalnya selalu

) diberikan oleh

Belanda, yaitu ”Zakerhe ARG ne ua.ta_‘g sangat penting
dalam pemberian kredit, disa ebagal penjamin.k diberikan oleh

J NN —
kreditur juga berfungsi sebagai jaminan phisikoligis bagi debitur,

Jaminan menurut kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggungan,
sedangkan menurut Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 jaminan adalah keyakinan
atas kemampuandan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan. Secara umum jaminan Kkredit diartikan sebagai
penyerahan kekayaanatau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung

pembayaran kembali suatu utang. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan

10



legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus
cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah/debitur. Barang-
barang yang diterima bank harus dikuasai, atau diikat secara yuridis baik berupa
akta otentik maupun berupa akta dibawah tangan dan kalau dilihat Kegunaan

jaminan menurut pendapat ahli diantaranya :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat

pelunasandari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabiladebitur

aannyaldapat dicegah

khususnya mengenai pe % ’% Jengan Syarat-syarat yang

telah diseﬁ}jﬁi@ debitut: 2 didud ak s Ketigayang ikut menjamin
>\ s

tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkankepada bank.

Pada umumnya dalam pemberian kredit oleh bank, dipersyaratkan adanya
penyerahan jaminan utang oleh dibitur kepada Kreditur (bank). Berdasarkan pasal

1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 agunan merupakan jaminan

*Thomas Suyatno,1997, Dasar Dasar Pengkreditan,Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, him.88
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tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank. Dengan jaminan ini akan
dapat diperoleh pengembalian piutangnya jika debitur wanprestasi atau ingkar
janji, dengan cara mengeksekusi benda jaminan tersebut. Menjaminkan suatu
benda berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas benda tersebut, kekuasaan
yang dilepas adalah kekuasaan dalam rangka untuk menjamin hutangnya,

persyaratan penjaminan, dimaksudkan untuk menjamin kewajiban pembayaran

dari debitur , Perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian khusus yang dibuat

dari suatu perikatan hukum. Seng(ﬁ Jéri/g-a? itu I\/_Igr_i;m Darus Badrulzaman
merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang
debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibanya dalam
suatu perikatan, hal yang sama juga dikemukan oleh Hartono Hadisaputro, yang
menyatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang

® ).Andi Hartanto, 2015, Hukum Jaminan dan Kepailitan, LaksBank Justitia Surabaya,
him.5

12



dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.* Dalam prakteknya,
pada jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian  dari
kekayaan seseorang ( si pemberi jaminan ) yaitu melepaskan sebagian kekuasaan
atas bagian kekayaan tersebut, dan semuanya itu diperuntukkan guna memenuhi
kewajiban si debitur bila diperlukan. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan
debitur sendiri ataupun kekayaan pihak ketiga. Jika debitur melakukan

wanprestasi maka kreditur dapat memanfaatkan benda milik debitur tersebut.

g dijaminkaii Hapat hexupasherida berge

o
A
e

Benda milik debitu y
bergerak. A‘

k maupun tidak

Benda bergerak adalak atnya dapat berpindah atau

dipindahkan atau karena penda bergerak seperti

hak-hak yang melekat : penda | bergerak dapat
dijaminkan dengan gadai dan fi uk benda tidak bergerak dapat
dijaminkan deng bungkan antara
jaminan yang d hak milik pihak

s
ketiga dengan is--Krec en i jangka waktu

>

at-menimbulkan permasalahan

pendek namun dapat-diperpa
_,"B:\N(’.
JBA

JTUK\
dalam perpanjangan kredit dimaksud.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalah tersebut diatas penulis
tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam baik dari sisi teoritais
maupun dari sisi yuridisnya dengan judul PERJANJIAN KREDIT REKENING
KORAN DENGAN JAMINAN HAK MILIK PIHAK KETIGA PADA PT.

BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbhk CABANG PADANG

*Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, cetakan kedua,
him.69
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. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk pengaturan Perjanjian Kredit Rekening Koran dengan

Jaminan Hak Milik Pihak ketiga pada PT. Bank Negara Indonesia

(Persero)Tbk Cabang Padang

2. Bagaimana Akibat Hukum dengan berakhirnya Perjanjian Kredit awal, dan

apakah per, ‘ @\pgggmqﬂ) WD?‘(‘D@ ...
maupun pi g;ga j

. Tujuan Penelit ;nr

ikan oleh debitur

Berdasarkah dari ru n penelitian ini

adalah sebagai Berikut :

1. Untuk Mengetahui dan me i alisi mana bentuk pengaturan Perjanjian

X,

Kredit Rekenin ' ak Milik: Pihak ketiga pada PT.

Bank Negara

2. Untuk men?MHL

mengakibatka

gManjangan kredit

3. Untuk mengetahui dan meng/ar?alisa mah apakah dengan perpanjangan
kredit perlu adanya pengikatan baru terhadap jaminan yang diberikan baik
oleh debitur maupun pihak ketiga.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

14



Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau referensi secara teoritis
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang
Perjanjian Kredit dengan system Rekening Koran

2. Manfaat Secara Praktis
Setidak-tidaknya penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis :
a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah

dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan.

b. Menge wan-g_gg!-:pa- Jertis o.' penelitian di samping

bermantraf_'dalam meraih _gelaigMagister Kenotafi:tEr pada Fakultas
Hukum Uni

c. Sebagai | bahan an, khususnya bagi

Pihak Pe

gram Magister

akan dilakukan de DI KENING KORAN
o>
DENGAN JAMINARN KAk : ASPADA PT. BANK

NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk CABANG PADANG, sepanjang
penulusuran tersebut penulis belum menemukan suatu karya ilmiah yang sesuai
dengan judul yang penelitian ini. Penelitian mengenai Mengenai Jaminan Pihak

Ketiga sudah pernah di laksanakan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Hidayat dengan NIM ¢.100090173

pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit

15



Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain pada pasca Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Surakata dengan perumusan masalah :

a. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan hak atas
tanah milik orang lain dalam praktek di unit Simpan Pinjam
SWAMITRA KUD Banyudono Selatan

b. Apakah Problematika dan upaya penyelsaian permasalah yang
muncul dalam pelaksanaan perjanijian kredit dengan jaminan hal atas

MAMITRA KUD

il \?{QQWER]S(IITM ‘SMMLFA e

g.r;éselatan

". T " = \/ cl Gl U : ." >tC
. : l\. SN s JBAT .
. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Widya Retno Sari, SH dengan NIM

B4B006114, Pmberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan
objeknya Tanah dengan Status Hak Guna Bangunan di PT. BRI
(Persero)Tbk Cabang Tegal, pada Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang, 2008 dengan

rumusan masah sebagai berikut :
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1. Bagaimana Pelaksanaan praktek Perpanjangan atau Pembaharuan
hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan
2. Proses Pembaruan Hak Tanggungan atas HGB vyang telah
diperbaharui sementara Kreditnya belum Jatuh Tempo
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1.Kerangka Teoritis

1) Teori Kewajiban Kontraktual

penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,

sertamenilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak

telah sesuai dengan prosedur yang ada.’

2) Teori Kontrak Otonom

>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan
Disertasi, Rajawali Pres, Jakarta 2014, him. 243.
®Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,/bid, him. 245
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Teori kontrak otonom atau autonomy of contract theory difokuskan pada
pendekatan keadilan para pihak dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan
kontrak.’

Andrew S. Gold membagi teori kontrak otonomi menjadi tiga macam,
yaitu:

a. Promissory theories merupakan teori yang menjelaskan tentang
mengikatnya kontrak karena adanya persetujuan para pihak. Persetujuan

merupakan komponen dasa ak. Persetujuan itu sebagai dasar

" &

]|

a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih
mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta,
membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-
definisi.

c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah

diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

’Ibid, him. 246.
81bid, him. 248
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d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh
karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin
faktor- faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang

e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan
pada pengetahuan peneliti.®
2.Kerangka Konseptual
1) Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan

tercapainya kat@.s Y an-pemiAthant ke enda

0

orang (pihak) ih, di capainya sepakat terseb,ljlt tergantung dari

para pihak yang i m : inga pihak yang satu

dan atas beb i . 1bal _balik mengindahkan
ketentuanperundang-undangs Hartkamp.'°Perjanjian
adalah perbuat litas-formalitas dari peraturan
hukum yang ad Iebih orang-orang
yang ditunjukan u an salah satu pihak
atas beban pihak: '|ng pihak secara

timbal- balik .- : ' i - perbbatan hukum  yang
menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan
hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang

merupakan tujuan para pihak.'? Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua

9Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, him. 121.

10c, Asser-A.S. Hartkamp dalam Herlien Budiono, A, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan
Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 3. .

Y“Rutten dalam Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata I, Undip, Semarang, him. 1-3.

2herlien Budiono, A, 2009, Op.Cit., him. 3.
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atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan
hubungan hukum menurut Henry Campbell Black.™

Untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan,
kita perlu mengenali unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut terdiri atas:

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;

2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;

3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;

4. Akibatgh m GW@EWS WNIDW[QL\S U dan
lain atq.r
-~

atas beban yang

o

imbal balik: dan Kﬁ

5. Dibuatidengan mer dang-undangan.**

2) Kredit|
Asal kata Kredi U Credit dan juga dari

bahasa Yunani yaitu Credere Yz a adalah kepercayaan, jadi dengan

.

kata lain Kredit adalah pemberian Sejumlah uang kepada S rang oleh seorang

lainya berdasarka

Sedangkheng editMenurut-P
SR
=

Nomor 10 tahun’ 1998 tentang Par Mtp‘w "' n 1992 tentang
~TUK /BANG

Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau

M Undang-undang

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga”.

13Henry Campbell Black dalam Munir Fuady, D, 2015, Hukum Kontrak Buku Kesatu, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 3.
YIbid., him. 5.
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Bank dalam memberikan Kredit sudah barang tentu berdasarkan
kebutuhan dari kapada seseorang atau badan usaha, sesuai dengan yang diajukan
dan bank melihat apakan yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan kegunaanya,
pada prinsipnya pemberian kredit selalu didasarkan kepada kegunaannya.
Kegunaan dari kredit ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :*°
1. Kredit Kosumtif

Adalah berupa kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan konsumtif

dan tidak untuke=pen

pembelian Rum@ﬁé

atau pembayarah berasal dz

2. Kredit Modal Kerja

Adalah | merupak k guna untuk

mengembangkah usaha seseorafid atau a, sember pehgembalian atau
pembayaran kredi ini odal kerja inilah

berkembang Kredi gka Waktu, menurut

sifat penarikan, Menurut  Sifat

< >

16

Pelunasan. Kreidit/bersarkan‘peltipasan ini.texbadimen adildua-yaitu:

QTUk JB.‘\NC’-'
_ ) ANALTNS
Kredit Dengan Sistem Angsuran

Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya diatur secara bertahap
menurut jadwal yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kredit. Contoh kreditini
adalah KUR.

Kredit dengan Sistem Rekening Koran

>pT.Bank Negara Indonesia (Perseo)Tbk, Bahan Pelatihan Kredit Standar, him.22
“®Ibid, him. 23
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Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya tidakdiatur secara bertahap
melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yang
telah ditetapkan didalam PerjanjianKredit
3) Jaminan
Yang dimaksud dengan jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai
dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada
kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau

perjanjian lainyae UNIVERSITAS ANDAT 4 ¢

Jaminan pe 'eriéh kredit bank pada hakekatnya berfur’igﬁi intuk menjamin

e =

kepastian akan pelunasan la debitur cidera janji atau dinyatakan

N

o T . L
gi peluna: Kredit yang diberikan

pailit.*® Jaminan merupa
oleh bank kepafla nasaba ber utama pelunasan
debitur berupa hasil laba dari pitur sudah tidak mencukupi untuk
membayar kredit ' ';‘but diharapkan
menjadi sumber &

Jaminan yalwma isin *w" jaminan yang

< N
diberikan guna-mepjamin-pengembalian) atau ,pem hayaran »pinjaman apabila
\ UK == Jw G-
sesorang tidak sanggup untuk membayar utangnya.
Jaminan kredit pada Garis besarnya mempunyai dua jenis yaitu :
1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi (personal guaranty) adalah,

jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya

YRachmadi Usman, Op.Cit him.70
18Djoni.S.GazaIi 2010,Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, him.270
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kewajiban-kewajiban sidebitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan
debitur
2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang dilakukan oleh krediturdengan
debiturnya,ataupun antara kreditur dengan seorang pihak ketigayang menjamin
dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan kebendaan ini adakalanya

memakai hak milik pihak ketiga, hal ini dibolehkan dan harus diikat dengan

Ez wab. pmgjal&liﬂa&madqp@m -_'7
'tan'

ggung adalah sebatas dari pada apa y‘a'hé]‘c berikan sebagai

agy yang dilakukan

mempunyai arah, sasaran atau mak@yangrpkti, terang, nyata, atau jelas.'®

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

9salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, B, 2014, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 8.
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hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau
permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.?

Sistematika adalah didasarkan pada sistem tertentu. Sistem adalah
seperangkat unsur yang teratur untuk membentuk suatu totalitas atau susunan
yang teratur dari pandangan atau teori. Pemeriksaan secara mendalam adalah
upaya untuk melakukan penyelidikan dan menganalisis secara luas sampai hal-hal
yang sekecil-kecilnya. Pemecahan masalah adalah upaya untuk mengatasi atau

nto membagi penelitian hukum menjadl

menyelesaikan . n.pegara.’

?JL acam, yaitu :

akaan adalah penelitian

Soeﬂono

1. Peneli an  hukum atau

hukumyang dila ka atau data sekunder

biasa.

2. Penelitian Hukum Sospelogi at pirts adalah penelitian hukum yang
P

dilakuKa'c

Penelitian \\h 4 denelitian hukum
yang mengkaji s S, tentang ,hu) individu atau

masyarakat dalam Kaitannya“depgan-hukum dai stmber.data

TUK BANG
UK\l N,

berasal dari data primer.?

yang digunakannya

Sumadi Suryabrata mengatakan, bahwa ada dua pendekatan untuk

memperoleh kebenaran, yaitu :

20Soejono Soekanto,Op. Cit., him.6.

2Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, B, Op. Cit., him. 8.

22Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010,Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan
Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 13-14.

salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, B, Op. Cit., him. 21.
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1. Pendekatan ilmiah, yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-
langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai
pengetahuan yang benar.

2. Pendekatan non-ilmiah, yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal
sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas
atau pemikiran kritis.?*

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris,

yaitu suatu pen iah yang. wielind bhgﬁmn@‘%e ,

Koran dengan je nar-l:"hék milik pihak ketiga pada PT. Ba

pjian kredit rekening

rﬂ egara Indonesia
-~~~

a:..“.f:m elitian yuridis empiris ini
'~ :

== Al Lo

. N A

maka dilakukan tahap-ta 8 ~ o~

(Persero)tbk Cabang Pada

1. Sifat Penelitian

otif analitis yaitu penelitian yang

=

Penelitian ‘hukum ini bifat
diperoleh melalui

menggamt
yang sudah ada.

penelitian d

2. Jenisdan S u:- =
erData |
a Jenis Datawn N F\W

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
yaitu data yang di peroleh di lapangan dengan melakukan wawancara

dengan para pihak di PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk

2*Sumadi Suryabrata, 1998, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 3.
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Cabang Padang , dan PT. BNI (persero)Tbk Cabang Padang bagian
Kredit dan Para nasabah debitur

2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan, dengan menelaah undang-undang, peraturan-peraturan,

buku, makalah danartikel yang ada kaitannya dengan masalah yang

akan diteliti.

?lukum prime
a én huk ‘

- Kitab

iUndang -undang ahun 19g§ Tantang Hak
e o

>

anggungan®Ata dan Bendq:_bé yang berkaitan

....-u" - iig Perbankan
»&% 098 tang perubahan

Undang-u .‘ 7 Tahur

V) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris

VI) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

b) Bahan hukum sekunder
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Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum
primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa
bahan hukum primer diantaranya:

1) Buku-buku

I1) Makalah-makalah

1) Artikel-artikel

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan dapat

gra-tepatidan benar.

—

memberikan gan

b Sumbef [ éfa"

Sumber data yang dalam-penelitian adalah berasal dari :
= LMl Lo
1) Penelitian Laf ( )

Melalui penelitian’ Jap ilkan data-data konkrit,

nder. Untuk men@apatkan secara

ara dengan pihak-

./ tuk memperoleh

.l . .
baik ‘secara primerfiaupu

melakukan penelitian di kantor PT. Bank Negara Indonesia
(Persero)Thk Cabang Padang Bagian Kredit dan Hukum

2) Penelitian Kepustakaan (library research)
Yakni penelitian yang dilakukan terhadap undang-undang,peraturan-
peraturan, buku, makalah danartikel yang ada kaitannya dengan
masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data
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Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Studi dokumen
Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen
yang ada dan tersedia di perpustakaan Universitas Andalas dan
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Studi
dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini. Seperti

telaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel

; ajtannyp Wm&aahm%f iteliti atau telaah
an. Kﬁ

. Wawancara

Wawancara (int pribadi bertatap muka

(face-to-face), awancara mengajukan

pertanyaan-pertanyaan @ ang ang 'untuk memperoleh jawaban-
jawabani ! alah- penelitian kepada seseorang

responden » k nggunakan metode

wawaan I [ yaitu_de mMaﬂar pertanyaan

gan perkembangan

< -
pokok dai  Pertanyaar I]])U,]an._IAU UK, -Se & Je€
\Tm BANSS
>\ s
wawancara.
4. Pengolahan dan Analisis Data

Data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi
peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, disusun secara berurutan dan

teratur sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersusun, kemudian

dilakukan editing dan classified yaitu semua data yang diperoleh diperiksa
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dan diteliti guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan
dapat segera disiapkan untuk disajikan secara sistematis. Data yang telah
disajikan secara sistimatis, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menilai
berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan, teori, doktrin dan logika
untuk memudahkan pembahasan permasalahandan menarik kesimpulan

yang merupakan jawaban dari permasalahan.
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